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BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR e,O TA}IUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 41 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN

EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang '. a.

BUPATI NATUNA,

bahwa dalam rangka tnernenuhi aspek tertib adminitrasi
dan efektifitas perlu dilakukan penyempurnaan dan
perbaikan terhadap Lampiran Peraturan Bupati Nomor 41
Tahun 2Ol4 tentang Tata Cara Pengganggaran,
Pelaksanaan dan Penatar-rsahaan, Pertanggungiawaban dan
Pelaporan serta Mor-ritoring dan Evaluasi Hibah dan
Bantuan Sosial;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun
2Ot4 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertar-rggungjawaban dan Pelaporan, serta
Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten N:rtuna, Kabupaten Kuantan Singingi,
dan Kota Batam; (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-undang Nonror 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabttpi'iten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi,
dan Kota Batam; (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2008 Nomor lo7, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a880);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
wegara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47 , Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2oo4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a355);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2OO4 tentang Sistem

Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aa\Q;

5. Undang-Und,ang Nomor 24 Tahun 2oo7 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oo7 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Repubtik Indonesia Nomor a723);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2oo9 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2oog Nomor L2, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a967);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2oll Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
523a\;

8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol3 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5a30);

g. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2ol4 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985

tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara

Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3331);

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a577);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
'Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a57B);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
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Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2oo7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara pemerintah,
Pemerintahan Daerah provinsi dan pemerintahan Daerah
KabupatenlKota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a73T);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 4l rahun 2oor tentang
organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oo7 Nomor 723, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aTal);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 7r rahun 2olo tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2olo Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

17. Peraturan Presiden Nomor s4 Tahun 2olo tentang
Pengadaan Barang/Jasa pemerintah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan presiden Nomor 70 rahun
2072 tentang Perubahan Atas peraturan presiden
Nomor 54 Tahun 2olo tentang pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kari terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2ot1
tentang Perubahan keclua peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik IndonJsia
Tahun 2oll Nomor 310);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011.
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial
yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2or2 tentang
Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3,
Tahun 2oll (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol2 Nomor 5a0);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2oj,3
tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2ol3 Nomor
6);

2T.Peraturan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 2s rahun
2ol7 tentang sistem dan prosedur pengeloraan Keuangan
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2oll
Nomor 150);
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PENGANGGARAN,
PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN SERTA
HIBAH DAN BANTUAN

PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN DAN
MONITORING DAN EVALUASI

SOSIAL.

MEMUTUSKAN :

MenetapKan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA

Pasal I

1. Ketentuan pada Lampiran angka Romawi IILA.2.1), III.A.2.2),111.A.2.3),
dan III.A.2.4), dihapus dan diganti menjadi III.A.2 sehingga ketentuan
Lampiran III.A.2 berbunyi sesuai dengan Lampiran Peraturan Bupati
ini.

2. Ketentuan pada Lampiran angka Romawi III.B.2 diubah sehingga
ketentuan Lampiran III.B.2 berbunyi sesuai dengan Lampiran Peraturan
Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 19 DqetpLer 2Ol4

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 9 VeSL*6a* 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,

SYAMSURIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN
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Lampiran : Peraturan Bupati Natuna
Nomor : b0 Tahun 2Ol4
Tanggal : lt pgglu,rtAr 2Ol4

PEMBIDANGAN KEGIATAN, PERSYARATAN PENGAJUAN DAN
PERSYARATAN PENCAIRAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

III. PERSYARATAN PENCAIRAN
A. BELANJA HIBAH

Ketentuan pada lampiran Peraturan Bupati Natuna Nomor 41 Tahun
2OL4 pada III.A.2 di ubah menjadi :

Pencairan hibah berupa barang dan
harus dilengkapi dengan persyaratan
dengan mekanisme pencarian sesuai
pengelolaan keuangan daerah.

jasa diajukan oleh SKPD dan
administratif yang disesuaikan
dengan sistem dan prosesdur

B. BANTUAN SOSIAL
Ketentuan pada lampiran Peraturan Bupati Natuna Nomor 41 Tahun
2OL4 pada III.B.2 di ubah menjadi :

Pencairan bantuan sosial berupa barang dan jasa diajukan oleh
SKPD dan harus dilengkapi dengan persyaratan administratif yang
disesuaikan dengan mekanisme pencarian sesuai dengan sistem dan
prosesdur pengelolaan keuangan daerah.
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BUPATI NATUNA,

PARAF KOORDINASI


